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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Model memilih pemimpin eksekutif dan wakil rakyat, anggota legislatif melalui
mekanisme pemilihan umum pemilihan langsung sudah menjadi tradisi pada setiap negara yang
menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia sejak meredekamenetapkan
sistem pemerintahan demokrasi Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3
Nopember 1945, menetapkan Pemilu untuk memilih DPR dan MPR dilaksanakan pada bulan
Januari 1946. Namun belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya perangkat
perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, dan rendahnya stabilitas
keamanan (Setiyaningrum. 2022). Baru pada tahun 1955 pemilihan umum pertama untuk
memilih anggota Parlemen (DPR) dan Konsistuante dapat dilaksanakan.

Pemilihan umum di kala itu, belum ada aktivitas politik uang dengan tujuan untuk
mempengaruhi para pemilih agar memilih kontestan tertentu sebagai calon anggota legislatif
anggota parlemen (DPR) dan konstituante. Begitu pula terhadap pemilihan pemimpin eksekutif
untuk memilih kepala daerah (masih dipilih DPRD), namun pemilihan kepala desa sudah sejak
dulu dilaksanakan secara langsung. Belum ada politik (sogok) uang, tetapi ada strategi dan
pendekatan sosio kultural, idiologi dan kepentingan politik menjadi modal utama untuk
mempengaruhi pemilih. Fenomena politik uang mulai muncul di era reformasi, pertama kali
terjadi pada pimilihan langsung kepala daerah yang digelar pertama pada tahun 2004-2005.
Kemudian ditiru dalam pemilihan kepala desa (Kades) dan pemilihan anggota legislatif anggota
DPR, DPD dan DPRD hingga saat ini. Politik uang tersebut dilakukan secara tersembunyi,
tetapi sangat massif.

Politik uang (money politic) merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan
menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan
kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk
mempengaruhi suara pemilih (Solihah. 2016). Esensinya sama dengan Fitriyah (2012) bahwa
politik ung merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada
orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil
kepala daerah atau wakil rakyat.



Pemilihan langsung kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32
tahun 2024 yang secara yuridis formal harus dilaksanakan sebagai pengganti model pemilihan
kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui mekanisme DPRD. Sebenarnya
ide awal, latar belakang dan alasan perubahan model pemilihan kepala daerah dari model
pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD menjadi model pemilihan langsung yang
dipilih langsung oleh masyarakat (one man one vote) sebagai pemilik sah suara. Salah satunya
adalah karena diduga sering terjadi perselingkuhan politik antara wakil rakyat (DPRD) dan
calon Kepala Daerah, yang akan mendorong timbulnya fenomena politik uang.

Dari sudut pandang latar belakang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada
masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah..Kelompok masyarakat inilah
yang menjadi objek sasaran utama dari kandidat dan tim sukses. Namun, belakangan banyak
juga terjadi aktivitas transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi.
Terutama terhadap pemilih yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) dan yang tidak
memiliki integritas moral agama yang baik. Keberadaan politik uang sering dijadikan sebagai
mata pencarian untuk mendapat penghasilan musiman, tak kala pesta demokrasi pemilu pilkada
langsung Gubernur/Bupati/Walikota maupun pemilu legislatif. DPRD, DPR RI dan DPD RI
diselenggarakan. (Ridhuan, 2021).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan
Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Sasrannya adalah masyarakat pemilih, tim
sukses, termasuk remaja dan pemilih pemula bagi anak-anak SMA. Sebagai contoh institusi
Badan Kesbangpol di Kabupaten Kediri meminta bantuan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kediri
untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosislisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula
di SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Pemilih pemula pada dasarnya adalah generasi muda
yang rawan akan budaya buruk money politic, oleh karena itu perlu adanya transformasi
pendidikan politik terkait aturan tentang mekanisme pemilihan dan larangan politik uang.
Larangan tersebut tertuang jelas dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang 7 tahun 2017
yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (Alfian. 2022).

Pada institusi perguruan tinggi, transfomasi pendidikan politik diberikan dalam
pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik

pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelengaraan pemilu legislatif



dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaaran demokrasi di Indonesia; kewajiban
dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan Wahid. 2019).
Pendidikan politik bagi mahasiswa sangat penting, sebagai transformasi pengetahuan yang
dapat memberikan wawasan politik dan strategi nasional dalam kaitan dengan kebijakan
pemerintah di bidang poltik. Sehingga diharapkan mampu mencegah dan menangkal terjadinya
politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Pantauan terhadap aktivitas keagamaan, senantiasa menekankan kepada umat manusia
untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan tercela. Diarahkan untuk
melaksanakan perintah Tuhan Alah SWT dan menjauhi segala bentuk larangan-Nya. Adalah
tugas agama untuk memberikan pencerahan dan penguatan moral kepada pemeluknya untuk
tidak berbuat dosa. Sebaliknya perbanyak perbuatan baik, amal ibadah dan tidak melakukan
tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam hal mencegah
dan menangkal terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu pemilihan Ingsung legislatif
dan eksekutif, karena perbuatan politik uang, baik yang memberikan maupun yang menerima
uang sama-sama melanggaran peraturan, dan menurut perspektif agama Islam merupakan
perbuatan haram, karena politik uang hukumnya sama seperti suap menyuap. (Humas Bawaslu
Demak. 2022).

2. Permasalahan

Pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif, sudah menjadi
agenda nasional dan daerah, rutin dilaksanakan setiap 5 tahun. Bukan rahasia lagi bahwa setiap
perlehatan pemilihan langsung, akan ditemukan jargon “ada uang ada suara” anda berani bayar
berapa? Meskipun tidak secara keseluruhan terjadi pada insan pemilih, namun aktivitas
transaksi pembelian suara sebagai bentuk tindakan money politic telah menciderai wajah
domokrasi menjadi ajang pemilu koruptif. Aktivitas money politic sudah menjadi tradisi,
meskipun mereka sebenarnya sudah sangat memahami kalau, kalu tradisi tersebut sangat tidak
baik dikalangan masyarakat.

Salah satu penangkal yang diprediksi dapat mencegah dan mengurangi aktivitas politik
uang secara masif, teridentifikasi adalah adanya upaya untuk melakukan pencerdasan terhadap
pemilih melalui transformasi sosialisasi pendidikan politik. Mencermati identifikasi masalah

yang muncul ini, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :



1. Bagaimanakah hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah poltik uang pada
pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif?
2. Apakah pendidikan politik yang dtensformasikan benar-benar mampu mencegah terjadinya

poltik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif?

3. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum
bertujuan untuk mendiskripsikan temuan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah
poltik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Secara khusus tujuan
penelitian adalah :
1. Mendiskripsikan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah poltik uang pada

pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif

2. Mengetahui apakah pendidikan politik yang ditensformasikan benar-benar mampu

mencegah terjadinya poltik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif

4. Manfaat

Penelitian Transformasi Pedidikan Politik Mencegah Politik Uang pada PEMILU
Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. Sebagai suatau studi Refleksi terhadap
Keberlangsungan Pendidikan Politik Pemilu di Era Pemilihan Langsumg, hasilnya memiliki
dua manfaat yang sangat berguna dan segnifikan. Manfaat tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah : institusi KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan Perguruan Tinggi dapat
mencari solusi terbaik, efektif dan efisien dalam rangka melakukan pencergahan politik
uang.

2. Bagi Penegak Hukum dapat bersinergi dan kerja sama dengan institusi penyelenggara
Pemilu dan meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar
Pemilu, (politik uang).

3. Bagi kalangan akademis (dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar) menambah referensi
terbaru yang ilmiah, tentang upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar

Pemilu, (politik uang).



5. Hasil yang Diharapkan (Luaran)

Tabel 1.1.

Target Luaran dan Capain Penelitian

Jenis Luaran

Indikator Capain

No Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TSY | TS+1 | TS+2
o Internasional bereputasi
1 Artikel ilmiah Nasional terakreditasi accepted TS

dimuat di jurnal?

Nasional tidak terakrediatasi

Artikel ilmiah Internasional terindeks
2 ' ! _—
e PO [ Nasional || dilakoanakan TS [ [
3 Invited speaker Internasional
dalam temu ilmiah® Nasional
4 | Visiting Lecturer® Internasional
Paten

Paten sederhana

Merek dagang

Rahasia dagang

Hak Kekayaan

5 6 Desain Produk Industri
Intelektual (HKI)? Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu
6 | Teknologi Tepat Guna”
7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa
Sosial®
8 | Bahan Ajar?
9 | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)? 7
Keterangan

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)

2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted

7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan

8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan

9) Isi dengan tidak ada, draf, atau proses editing, atau sudah terbit
10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A



BAB Il
RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

1. Renstra Penelitian

Ada 7 (tujuh) Tema Sentral Unggulan LPPM UEU yang dicanangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul
Jakarta, periode 2017-2021, yaitu:

1.1. Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation) dan Ketahanan dan Keamanan Pangan
(Food Safety and Security)

1. 2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (New and Renewable Energy)

1.3. Kualitas Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Obat-Obatan (Health, Tropical Diseases,
Nutrition and Medicine)

1.4. Penerapan Pengelolaan Bencana (Disaster Management) dan Integrasi Nasional dan
Harmoni Sosial (Nation Integration and Social Harmony)

1.5. Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Regional Autonomy and
Decentralization)

1. 6. Pengembangan Seni dan Budaya/Industri Kreatif (Arts & Culture/ Creative Industry) dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology)

1.7. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (Human Development and
Competitiveness).

Dari 7 (tujuh) tema sentral di atas, maka pelaksanaan penelitian menetapkan tema
sentral rencana strategis penelitian adalah nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan
Daya Saing Bangsa (Human Development and Competitiveness), sebagai ruang lingkup

penelitian.

2. PetaJalan

Dari penetapan tema sentral rencana strategis penelitian pada nomor 7 (tujuh), yaitu
Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (Human Development and Competitiveness),
maka ditetapkan isu strategis adalah nomor 7.2. masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi
pendidikan, dengan rencana induk penelitian ditetapkan nomor 7.2.11 yaitu Peninglatan

optimisme SDM Indonesia.



Tabel. 2. 1.

Peta Jalan Pelaksanaan Penelitian

TEMA SENTRAL
2017-2021

ISU STRATEGIS

RENCANA INDUK
PENELITIAN (RIP)

7. Pembangunan Manusia &
Daya Saing Bangsa
(Human Development &
Competitiveness),

7.2. Masalah akses,
pemerataan, mutu dan
relevansi pendidikan

7.2.11.Peninglatan
optimisme SDM
Indonesia

PETA JALAN PENLITIAN

Gambar 2.1.

Peta Jalan Penelitian Transformasi Pedidikan Politik




BAB Il1
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka
1.1. Munculnya Politik Uang

Pada dekade awal kegiatan pesta demokrasi, Pemilihan Umum di Indonesia di tahun
1955 belum ada aktivitas politik uang, dapat katakan masih murni dan sangat steril dari money
politic sebagai bentuk pengejawantah dari sogok politik. Pemilihan umum pertama ini untuk
memilih anggota Parlemen (DPR) dan Konsistuante. Begitu pula ketika pemilihan pemimpin
eksekutif untuk memilih kepala daerah (yang masih dipilih oleh DPRD), dengan sistem
demokrasi tidak langsung, dan pemilihah langsung Kepala Desa. Belum dikenal politik uang
secara masif, yang bertujuan untuk mepengaruhi pemilih agar menetapkan pilihan terhadap
salah seorang kandidat yang memberi uang, sogok politik.

Pada umumnya strategi yang digunakan untuk mempengaruhi calon pemilih adalah
dengan pendekatan sosio kultural, kesmaan visi idiologi dan kepentingan politik. Namun pada
era orde baru keterpilihan seorang kepala daerah : Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh
DPRD, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penguasa, anggota DPRD lebih kepada simbolik
karena sudah ada arahan pimpinan pusat (sentralisasi). Fenomena politik uang mulai muncul di
era reformasi, pertama kali terjadi pada pimilihan langsung kepala daerah yang digelar pertama
pada tahun 2004-2005. Kemudian ditiru dalam pemilihan kepala desa (Kades) dan pemilihan
anggota legislatif anggota DPR, DPD dan DPRD hingga saat ini. Politik uang tersebut
dilakukan secara tersembunyi, tetapi sangat massif. Ibarat kentut hanya ada baunya sajha, tetapi
sulit untuk menindak pelakunya.

Politik uang (money politic) merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan
menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan
kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk
mempengaruhi suara pemilih (Solihah. 2016). Esensinya sama dengan Fitriyah (2012) bahwa
politik ung merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada
orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil

kepala daerah atau wakil rakyat.



Pada awalnya pemberian uang kepada masyarakat, dipadang sebagai tali asih, alat
silaturahmi dan dalam bahasa kampung pemberian uang sekedar untuk beli rokok dan gula kopi.
Mungkin kalau sekarang lebih kepada kamuplase, buat beli pulsa. Boleh dikatakan inilah
sebetulnmya embrio lahirnya istilah politi uang. Memang, politik uang dapat dipastikan selalu
terjadi, karena pemberian uang dipandang sebagai simbol tali asih kepada masyarakat, dan
sebagaai kultur kedesaan yang sangat berperan dalam praktek politik uang. (Lumajati. 2016).
Simbol tali asih ini dimanfaatkan untuk minta dukungan dan dipilih, sehingga sangat wajar apa
bila politik uang tumbuh subur dan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Meskipun hal

tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan moral politik.

1.2. Pendidikan Politik Pemilu

Kepahaman tentang pengetahuan esesnsi pendidikan politik pemilu tidak membawa
secara otoamatis perubahan pada sikap dan perilaku menjadi taat asas. Ini terjadi karena faktor
lingkungan tidak mendukung kandidat, tim sukses dan masyrakat untuk tidak melakukan
perbuatan transkasi politil uang. Bagi masyarakat pemilih yang memiliki suara sah (vote)
dipastikan tidak akan melakukan perbuatan menjual suara, jika oknum kandidat dan tim sukses
tidak merayu, menawarkan dan membeli suara rakyat secara illegal. Artinya perbuatan transaksi
politik uang, pasti tidak akan pernah terjadi apa bila tidak dilakukan secara masif oleh oknum
kandidat dan atau tim sukses.

Dari sudut pandang latar belakang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada
masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah..Kelompok masyarakat inilah
yang menjadi objek sasaran utama dari kandidat dan tim sukses. Namun, belakangan banyak
juga terjadi aktivitas transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi.
Terutama terhadap pemilih yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) dan yang tidak
memiliki integritas moral agama yang baik. Keberadaan politik uang sering dijadikan sebagai
mata pencarian untuk mendapat penghasilan musiman, tak kala pesta demokrasi pemilu pilkada
langsung Gubernur/Bupati/Walikota maupun pemilu legislatif. DPRD, DPR RI dan DPD RI
diselenggarakan. (Ridhuan, 2021).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan
Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Sasrannya adalah masyarakat pemilih, tim

sukses, termasuk remaja dan pemilih pemula bagi anak-anak SMA. Sebagai contoh institusi



Badan Kesbangpol di Kabupaten Kediri meminta bantuan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kediri
untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosislisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula
di SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Pemilih pemula pada dasarnya adalah generasi muda
yang rawan akan budaya buruk money politic, oleh karena itu perlu adanya transformasi
pendidikan politik terkait aturan tentang mekanisme pemilihan dan larangan politik uang.
Larangan tersebut tertuang jelas dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang 7 tahun 2017
yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (Alfian. 2022).

Pada institusi perguruan tinggi, transfomasi pendidikan politik diberikan dalam
pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik
pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelengaraan pemilu legislatif
dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaaran demokrasi di Indonesia; kewajiban
dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan Wahid. 2019).
Pendidikan politik bagi mahasiswa sangat penting, sebagai transformasi pengetahuan yang
dapat memberikan wawasan politik dan strategi nasional dalam kaitan dengan kebijakan
pemerintah di bidang poltik. Sehingga diharapkan mampu mencegah dan menangkal terjadinya
politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Transformasi Pendidikan politik dalam aktivitas keagamaan, senantiasa menekankan
kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan
tercela. Diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan Alah SWT dan menjauhi segala bentuk
larangan-Nya. Adalah tugas agama untuk memberikan pencerahan dan penguatan moral kepada
pemeluknya untuk tidak berbuat dosa. Sebaliknya perbanyak perbuatan baik, amal ibadah dan
tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Termasuk
dalam hal mencegah dan menangkal terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu
pemilihan Ingsung legislatif dan eksekutif, karena perbuatan politik uang, baik yang
memberikan maupun yang menerima uang sama-sama melanggaran peraturan, dan menurut
perspektif agama Islam merupakan perbuatan haram, karena politik uang hukumnya sama
seperti suap menyuap. (Humas Bawaslu Demak. 2022).
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2. Landasan Teori
2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan
Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Di Perguruan Tinggi pendidikan politik
diberikan dalam pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat
beberapa topik pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelengaraan
pemilu legislatif dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaaran demokrasi di
Indonesia; kewajiban dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia. (Ridhuan dan
Wahid. 2019).

Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya
adalah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi
dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun
parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan
juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang
dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan
membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu (Triono. 2017)

Program pendidikan politik untuk mencerdasakan pemilih sebagai pemilik suara (vote)
sah dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif sudah ada sejak dulu, yaitu sejak
adanya agenda politik pemilu di Indonesia. Namun intensitas dan produktivitas pelaksanaan
pendidikan politik dan hasil yang dicapai untuk mencerdaskan masyarakat menjadi paham dan
taat peraturan, serta dapat mencegah terjadi transaksi politik uang masih belum efektif. Dari
beberapa sumber literasi dan dikuatkan oleh data survey mengindikasikan bahwa pada satu sisi
penting sekali pendidikan politik kepada masyarakat, agar meraka cerdas dalam menentukan
pilihan.

Pada sisi lain, ada keterbatasan “daya ikat dan paksa” tentang jaminan kejujuran. Pada
sisi inilah sebenarnya kendali moral dan penegakkan hukum harus benar-benar tajam dan
membuat efek jera bagi para pelanggar, Terutama bagi Tim sukses dan masyarakat yang
melakukan aktivitas transkasi politik uang. Tim sukses dan masyarakat yang terbukti
melakukan pelanggaran politik uang, kedua-duanya harus mendapat sanksi hukum yang berat
agar dapat memberikan efek jera bagi diri pelanggar dan/atau orang lain. Bila ketegasan hukum

bebar-bebar ditegakkan, dapat pastikan orang-orang akan berpikir untuk tidak berbuat dan akan
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takut untuk melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilu pemilihan langsung eksekutif

dan legislatif.

2.2. Kegagalam Mencegah Politik Uang

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh
sistem demokrasi pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan lebih karena
faktor penegakkan hukum yang kurang disiplin. Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa
politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung pemilihan kepala daerah,
adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Penegakkan hukum akan dapat makin mudah
apabila para pemilih dan tim sukses dibekali dengan pendidikan politik yang memadai.
Kemudian para tim sukses diberikan kesadaran perlunya pendidikan politik, sebagai pengingat
bahwa pasti ada sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar dalam setiap peristiwa
pemberian uang sogok, politik uang.

Ada sinyalemen bahwa politik uang bagaikan “bau kentut”, tidak jelas siapa pelakunya,
tetapi baunya menyengat hidung. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan
Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah
sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi.
Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang paling magis
dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Terdapat banyak kisah
tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah hebatnya politik uang, uang beredar
ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada
uang ditangannya. (Qodir. 2106).

Masyarakat sebenarnya mengetahui siapa yang berkualitas dan layak untuk dipilih,
justeru karena tekanan kepentingan dari tim sukses yang memeberi uang membuat masyarakat
beralih pilihan kepada sang oknum kandidat pemberi uang. Kegagalan mencegah dan
menangkal terjadinya transaksi politik uang sebagai bentuk refleksi pendustaan dari tim sukses
yang mengabaikan suara hati, cacat moral berpolitik dan tidak taat hukum. Jika tidak ada
perlakuan pemberian uang, barang atau janji-janji tertentu dari pihak tim sukses, tentu
kegagalan mencegah terjadinya transaksi politik uang tidak akan terjadi.

Apa pun bentuk yang diberikan, politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi

yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua
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masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak
melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku
pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cendrung rasional akan
menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena
mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga
munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum (Delmana, Zetra,
dan Koeswara. 2020).

2.3. Pendidikan Politik bagi Kanidat dan Tim Sukses.

Praktik politik uang terjadi berasal dari sumber utamanya adalah kandidat (ekseskutif
atau legislatif) dan para tim sukses yang ingin memenakan pemilihan secara curang, koruptif
dan tidak demokratis. Jika kandidiat dan para tim sukses tidak mengiming-imingi masyarakat
dan benar-benar tidak berperilaku memberikan uang sogok politik kepada rakyat, dapat
dipastikan tidak akan pernah terjadi politik uang. Oleh karena itu, seharusnya sasaran utama
dari pemberiakn pendidikan politik ada kepada kandidat dan para tim sukses.

Beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung
kepala daerah dan calaon legislative, antara lain: (1) minimnya pendidikan politik masyarakat
yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik yang terjadi selama ini
dirasa hanya pada momentum pemilu pemilihan langsung kepala daerah saja, padahal
pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan
berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap
kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang
agenda pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah berakibat masih banyak
masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (Triono. 2017).

Eksistensi persoalan tersebut di atas, talah mendorong ketidak mampuan merubah sikap
dan perilaku melakukan politik uang yang terus-menerus dilakukan oleh kandidat melalui tim
sukses pada setiap perlehatan pemilu pemilihan langsung, adalah sebagai pewujudan dari
lemahnya faktor penegakkan hukum, minimnya transformasi pendidikan polittik kepada
kandidat, tim sukses dan masyarakat. Transformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh

intitusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol hanya bersifat insidental, kontemporer, dan belum
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terprogram secara berkesinambungan. Disamping itu masih ada kultur dimasyarakat yang
memandang politik uang bentuk tali asih antara kandidat dengan pemilih, masyarakat.

Esensi pembelajaran pendidikan politik kontemporer, tidak terprogram dan tidak
berkesinambungan yang dilakukan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol sebenarnya
sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa pendidikan
politik sudah berhasil memberikan pengetahuan tentang esensi, tetapi masih belum berhasil
merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal aktivitas transaksi poitik uang,
sehingga membuat image pemilu koruptif. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya
jelas menghasilkan para wakil rakyat (legislatif) dan pemimpin (eskekutif : Kepala Darah,
Kepala Desa) yang koruptif pula. Seharusnya Pendidikan politik yang dilakukan secara
terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat
masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu (Triono. 2017).
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BAB IV
METODE PENELITIAN

1. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahan dan alat yang
memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya penelitian. Alat dan bahan ini
digunakan mulai dari kegiatan penyusunan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data,
membuat laporan dan luaran penelitian.

a. Bahan Penelitian, meliputi : (1) referensi makalah dan artikel hasil penelitian yang
diterbitkan dalam jurnal, (2) buku-buku kepustakaan yang relevan, (3) data dan informasi
survey pendahuluan, (4) kertas.

b. Alat Penelitian, meliputi : (1) instrument penelitian, (2) komputer, laptop, handphone, (3)
perangkat lunak google form, (4) jaringan internet, (5) wifi atau paket internet, (6) alat scan,

(7) memory card hp, dan (8) alat tulis.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian diwilayah DKI Jakarta, yaitu terhadap mahasiswa di Universitas Esa
Unggul yang sedang memgnikuti perkuliahan dengan peneliti. Salah satu sayarat yang menjadi
sampel adalah bagi mahaiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Untuk tempat penelitian (studi) kepustakaan difasilitasi secara virtual dengan mengakses
internet (browsing google) dalam mencari referensi, artikel, jurnal, dan berita yang diperlukan,
dengan sebaran subjek penelitian tempatnya berada di situs internet.

Sedangkan waktu penelitian secara total, sejak penyusunan proposal, pengambilan data,
analisis data, menyusun laporan penelitian dan membuat luaran penelitian berupa artikel yang
diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, adalah dengan durasi waktu selama 4 (empat)
bulan. Secara detail alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada jadwal penelitian yang di sajikan
pada bagian jadwal penelitian.

3. Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua prosedur yang dilakukan secara simultan, yaitu
penelitian kualitatif dengan pendekantan studi kepustakaan, dan penelitian kuantitatif dengan

pendekatan survey.
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3.1. Studi kepustakaan

Pendekatan studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan
mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian
disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Langkah-langkah dalam
melaksanakan penelitian, adalah :

1) Merancang desain penelitian, yaitu menetapkan metode penelitian dengan menggunakan
penelitian kepustakaan, merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang
diteliti (Sugiyono, 2018).

2) Mengumpulkan referensi atau kepustakaan yang relevan berupa makalah, artikel publikasi
hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, buku-buku kepustakaan. Dilakukan melalui
searching di google dikumpulkan, sekurang-kurangya 10 artikel relevan yang dipilih dan
dipublikasikan 10 tahun terakhir.

3) Melakukan penelaahan terhadap referensi atau kepustakaan yang relevan untuk kemudian
dimasukkan kedalam kategori yang dibutuhkan dalam dianalisa data penelitian.

4) Menganlisa data penelitian, berupa kata-kata dalam paragraf-paragaf atau kalimat-kalimat
yang sudah di ambil dari referensi atau kepustakaan yang relevan, selanjutnya ditarik

simpulannya.

3.2. Survei

Survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur
yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah,
dan dianalisis Kegiatan survey dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Esa Unggul yang
terpilin. Syarat menjadi responden penelitian terpilih adalah mamahsiswa yang memenuhi
ketentuan, sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk membantu
mendapatkan data secara cepat dan akurat, survei dilakukan dengan menggunakan fasilitas

google form.

4) Pengumpulan Data
Pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah referensi atau

kepustakaan yang relevan berupa makalah, artikel publikasi hasil penelitian yang diterbitkan
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dalam jurnal, buku-buku kepustakaan. Caranya dengan searching di google. Tujuannya agar
dapat dikumpulkan sekurang-kurangya 10 artikel relevan yang dipilih dan dipublikasikan 10
tahun terakhir

Pengumpulan data survey, dilakukan dengan cara menyebarkan instrument penelitian
angket kepada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dengan peneliti. Angkat

disebarkan kepada mahasiswa dengan menggunakan fasilitas google form.

5) Analisa Data

Analisa data dai hasil studi kepustakaan dilakukan dua tahap. Tahap pertama, analisis
pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus
penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung
dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta
penelitian.

Tahap kedua menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah
yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu
seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu
dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut. Kemudian dengan analisis
data teknik analisis Kirits, sebagai suatu pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek
yang bebas nilai ketika memandang penelitian.

Anasila data hasil survei dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin google form
engan teknik analisis deskriptif kuanlitatif. Secara manual dilakukan dengan mengambil data
primer dari setiap jawaban dihitung jumlahnya, dan kemudian di bagi dengan jumlah total

responden, lalu dikali 100 %. Rumusnya sebagai berikut :

XX
N = ———X100%
2y
Dimana :
N = Persentase hasil
>x  =Jumlah jawaban reponden
>y  =Jumlah total responden
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BAB V
HASIL DAN PEBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan hasil transformasi pendidikan politik dalam
mencegah poltik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Untuk
keperluan data penelitian dilakukan dengan dua acara, yaitu studi kepustakaan dan survei.
Kegiatan pengumpulan data dengan studi kepustakaan sudah mulai dilakukan sejak
mempersiapkan proposal penelitian untuk skema penelitian hiba internal. Pelaksanaan studi
kepustakaan dilakukan dengan menelaah referensi atau bahan bacaan kepustakaan yang
relevan berupa artikel populer diterbitkan situs tertentu, artikel hasil penelitian diterbitkan
dalam jurnal, dan buku-buku referensi. Sedangkan teknik pencarian referansi dengan cara

online browsing internet di google.

1.1. Studi Kepustakaan

Dari searching di google ditemukan sebanyak 20 artikel populer pada situs tertentu, 12
artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam e-jurnal ilmiah dan 1 buku referensi. Namun
setelah dilakukan seleksi dan telaah literasi, ditemukan sebanyak 10 publikasi yang relevan.
Sebanyak 4 artikel populer pada situs tertentu di internet, sebanyak 5 artikel hasil penelitian
dalam e-jurnal ilmiah dan satu buku yang relevan, dan bisa dikategorikan dapat digunakan
untuk analisa data penelitian lebih lanjut.

Analisa data dilakukan sejak awal pengumpulan data, tujuannya agar dapat menemukan
esensi atau inti dari fokus penelitian, yaitu transformasi pendidikan politik mencegah politik
uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislative. Kegiatan analisa data dilakukan
dengan penelaahan dan literasi secara cermat serta mendalam kepada sumber-sumber literasi
yang telah dikumpulkan. Pelaksanaan penelahaan terhadap subjek (sumber) penelitian adalah
menggunakan teknik analisis kritis, dimana peneliti melakukan penelaahan secara kritis,
namun perlu diketahui bahwa peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai dalam penelitian.
Setelah dialkukan analisis kritis, kemudian peneliti melakukan analisis kembali terhadap hasil
analisa yang sudah ada, gunanya untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut benar-benar

ada relevansi yang kuat dengan fokus peneleitian.
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Temuan hasil analisis penelitian tentang transformasi pendidikan politik telah
memberikan pengetahuan (domain cognitive) yang signifikan tentang mekanisme dan sanksi
hukum pelanggar pemilu, tetapi masih belum berhasil mendorong perubahan sikap (domain
afektif) dan perilaku (domain psikomotor) untuk mencegah dan menagkal terjadinya aktivitas

transaksi poitik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif.

1.2. Hasil Survei

Survei dilakukan kepada mahasiswa Universitas Esa Unggul, tujuannya untuk melihat
refleksi mahasiswa terhadap keberlangsungan pendidikan politik pemilu di era pemilihan
langsung eksekutif dan legislatif. Mahasiswa yang dijadikan responden penelilitan (survei)
adalah mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dengan peneliti. Tetapi hanya
mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mengapa harus
mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Karena secara kognitif
mereka sudah mempelajari berbagai teori yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada beberapa topik yang relevan
dengan substansi penelitian, yaitu demokrasi di Indonesia, Hak dan Kewajiban Warga Negara
dan Negara, Peenegakkan Hukum di Indonesia, Otonomi Daerah dan masih ada yang secara
tidak langsung memberikan pengayaan terhadap esensi pemilu, pelanggaran pemilu (politik
uang) dan penegakkan hukum. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa setiap mahasiswa yang
sudah lulus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sudah mengetahui dan memahami
pengetahuan terkait pemilu pemilihan langsung eksekutif dan kegislatif.

Ada sebanyak 131 mahasiswa yang disurvei dengan cara menyebarkan angkat yang
menggunakan fasilitas google form. Ada 18 pertanyaan bersifat tertutup dengan pilihan
jawaban dan satu pertanyaan bersifat tebuka yang lebih banyak meminta pandangan, pendapat
dan saran yang argumentatif terhadap aktivitas pendidikan politik, pencegahan politik uang dan
serba-serbi yang terjadi pada perlehatan pesta demokrasi, pemilu dalam satu dasa warsa terakhir
atau dalam 10 tahun terakhir.

Untuk kepeluan laporan penelitian, tidak seluruh pertanyaan atau pernyataan dianalisis,
begitu juga data tanggapan refleksi dari mahasiswa tidak seluruhnya di analisis. Tetapi diambil
atau dianalisis yang prioritas terkait dengan pembuatan luaran penelitian (atikel). Hasil survei

menyimuplkan bahwa keberadaan aktivitas politik uang pada setiap pesta demokrasi pemilu
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pemilihan langsung sulit dihidari, meski tim sukses dan pemilih sudah memamahi aspek
kognisi pendidikan politik. Hal ini terjadi karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan
belum tegas dalam menindak oknum pelanggar pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan
kegagalan dalam menangkal aktivitas politik uang.

2. Pembahasan
2.1. Sosialisasi Pendidikan Politik

Institusi selalu melakukan program fasilitasi sosialisasi pendidikan politik adalah KPU,
Bawaslu dan Kesbangdpol. Sosialisasi pendidikan politik yang ditransformasikan kepada
masyarakat, esensinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pengetahuan tata cara memilih dan sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran, termasuk di
dalamnya tentang larangan melaukan politik uang. Bagi para kandidat, tim sukses dan
masyarakat pemilih melalui sosialisasi pendidikan politik, selalu diingatkan agar tidak
melakukan politik uang. Tim sukses tidak boleh memberi, mengiming-imingi dan menjanjikan
pemberian sesuatu kepada masyarakat untuk memilih kandidat legislatif dan eksekutif
calonnya. Masyarakat dihimbau agar tidak atau jangan menerima sesuatu (uang atau barang)
dan/atau janji tertentu dari Tim sukses yang mempengaruhi secara paksa menetapkan pilihan
kepada calon yang diusuangnya.

Esensi pembelajaran pendidikan politik seperti ini, sudah dipahami oleh masyarakat
pada umumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa pendidikan politik sudah berhasil memberikan
pengetahuan tentang esensi, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk
mencegah dan menagkal aktivitas transaksi poitik uang, sehingga membuat image pemilu
koruptif. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat
(legislatif) dan pemimpin (eskekutif : Kepala Darah, Kepala Desa) yang koruptif pula.

Ada bebrapa contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses penyelenggaraan Pemilu di
tahun 2014 dan 2019 yang menghasilkan para wakil rakyat, dan kepala daerah yang terjerat
dalam kasus korupsi. Tidak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak
oleh KPK, dan jumlah ini tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan
dan Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 — Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala
daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. (ICW. 2022). Bahkan

di tahun kedua masa pandemi Covid-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan
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oleh anggota DPR/DPRD dan swasta. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
sepanjang 2021 ada 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR/DPRD, dan 30 tersangka
dari kalangan swasta. (Dihni. 2022).

Melihat realita ini, tentu sangat kontroversi dengan pencapai hasil tansformasi
pendidikan politik kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan
Kesbangpol. Kondisi seperti ini dapat terjadi bukan karena para kontestan dan tim sukses tidak
faham, tetapi ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu harga mahar partai politik
pengusung yang harus dibayar sagat tinggi oleh kandidat kepala daera, partai tidak ubahnya
seperti mesin pengumpul dana jelang pemilu. Adalah logis bila ada kandidat dan tim sukses
yang tidak mau kalah, sehingga menggunakan taktik segala cara untuk dapat memenangkan
perlehatan pemilu. Tanpa tedeng aling-aling, oknum kandidat dan tim sukses menyiapkan
anggaran yang sangat besar untuk membeli suara rakyat secara illegal. Semakin tinggi biaya
politik dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi nilai memberi uang,
semakin banyak masyarakat akan memilihnya. Tindakan inilah yang akan mengesampingkan
dan mengabaikan pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik, karena faktanya
tindakan, sikap dan perilakunya kamuplase dan penuh dusta dimana secara sadar oknum
melakukan transaksi politik uang.

Melihat fakta banyak pelanggaran pada pemilu pemilihan langsung, tidak berati bahwa
eksistensi program sosialisasi pendidikan politik dianggap tidak perlu. Tetapi justru harus ada
dukungan yang kuat dari berbagai berbagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi
pendindakan terhadap pelanggaran dan dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih dan
tidak menggunakan jurus jalan damai kepada para pelanggar. Selain itu, faktor pengawasan
terhadap pendistribusian dana kampanye harus dilakukan secara ketat dan harus dilakukan audit
secara transparan.

Analisa data penelitian terhadap 131 mahasiswa yang merespon dari pernyataan yang
diajukan dalam kuesioner yang berbunyi: “Setiap kegiatan pesta demokrasi pemilihan calon
anggota legislatif,atau kepala daerah, atau kepala desa, dalam pemilu pemilihan langsung,
dapat dipastikan selalu terjadi politik uang”. Ternyata sebanyak 99 orang atau 75 % sangat

setuju, sebanyak 29 orang atau 22,1%, kurang setuju,dan 5 orang atau 3,8 % tidak setuju.
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131 responses

Sangat Setuju 9% ({75.6%

Kurang Setuju 29 (22 1%)

Tidak Setuju 5(3.8%)

Gambar 5.1. Setiap Pemilu Pemilihan Langsung Terjadi Politik Uang

Data ini mengidikasikan bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu pemilihan
langsung, akan terjadi politik uang. Ada permasalahan yang kontradiktif, dimana hasil
pelaksanaan transformasi pendidikan politik ternyata tidak dapat menangkal aktivitas politik
uang. Ini berarti bahwa pemahaman terhadap aspek domain kognisi (cognitive) saja belum
berhasil dapat menangkal sikap (attitude) dan perilaku (behavior) aktivitas politik uang secara
signifikan. Simpulan ini, kalau tergesa-gesa dipahami dan tidak hati-hati dapat menjebak dan
memvonis bahwa program kegiatan fasilitasi pendidikan politik tidak efektif dan tidak efisien,
serta tidak memberikan kontribusi. Padahal transformasi pendidikan politik telah memberikan
pengetahuan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggar, tetapi masih belum berhasil
merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal aktivitas transaksi poitik uang,

sehingga menimbulkan image pemilu koruptif.

2.2. Kegagalan Mencegah Politik Uang

Ketidak-berhasilan merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal aktivitas
transaksi poitik uang, bukan karena kurang pengetahuan tentang esensi pendidikan politik.
Melainkan karena (1) penagakkan hukum belum tegas dan tidak memberikan efek jera kepada
oknum pelanggar, (2) pengawasan aparat terhadap aktivitas di masa kampanye pemilu
pemilihan langsung sangat longgar bahkan hampir tidak ada, (3) terlalu mahal ongkos mahar
parta politik yang harus dibayar oleh kandidat, dan (4) audit dan tranparasi distribusi dana
kampanye tidak memberi efek hukum bagi pelanggar.
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Satu hal lagi, terutama dalam pemilihan kepala desa (pilkades) yang sudah sejak dulu
dilakukan pemilihan langsung. Politik uang dapat dipastikan selalu terjadi, sebab pemberian
uang dipandang sebagai simbol tali asih kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kultur
sangat berperan dalam praktek politik uang. (Lumajati. 2016). Simbol tali asih ini dimanfaatkan
untuk minta dukungan dan dipilih, sehingga sangat wajar apa bila politik uang tumbuh subur
dan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Meskipun hal tersebut sangat bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan moral politik.

Kepahaman tentang pengetahuan esesnsi pendidikan politik pemilu tidak membawa
secara otoamatis perubahan pada sikap dan perilaku menjadi taat asas. Ini terjadi karena faktor
lingkungan tidak mendukung kandidat, tim sukses dan masyrakat untuk tidak melakukan
perbuatan transkasi politil uang. Bagi masyarakat pemilih yang memiliki suara sah (vote)
dipastikan tidak akan melakukan perbuatan menjual suara, jika oknum kandidat dan tim sukses
tidak merayu, menawarkan dan membeli suara rakyat secara illegal. Artinya perbuatan transaksi
politik uang, pasti tidak akan pernah terjadi apa bila tidak dilakukan secara masif oleh oknum
kandidat dan atau tim sukses.

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh
sistem demokrasi pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan lebih karena
faktor penegakkan hukum yang kurang disiplin. Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa
politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung pemilihan kepala daerah,
adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Penegakkan hukum akan dapat makin mudah
apabila para pemilih dan tim sukses dibekali dengan pendidikan politik yang memadai.
Kemudian para tim sukses diberikan kesadaran perlunya pendidikan politik, sebagai pengingat
bahwa pasti ada sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar dalam setiap peristiwa
pemberian uang sogok, politik uang.

Gambaran terjadinya transaksi politik uang, dapat dilihat dari data penelitian dengan
menyampaikan kalimat pernyataan dalam kuesioner kepada 131 responden mahasiswa. Bunyi
pernyatan tersebut adalah : “Keberadaan aktivitas politik uang pada pesta demokrasi sulit
dihidari, meski sudah memamahi pendidikan politik untuk Pemilu, Pemilihan Langsung.
Karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas”. Semakin memperjelas

pernyataan bahwa kegagalan mencegah terjadi politik uang, karena penegakkan hukum lemah
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dan tidak tegas, direspon sebanyak 113 orang atau 86,3% menyatakan sangat setuju. 17 orang

atau 13% kurang setuju, dan 2 orang atau 1,5 % tidak setuju.

131 responses

Sangat Setuju 113 (B6.3%)

Kurang Setuju 17 (13%)

Tidak Setuju 2 {1.5%)
Gambar 5.2. Keberadaan Aktivitas Politik Uang Sulit Dihidari Meski Sudah

Memamahi Pendidikan Politik

Dari sisi masyarakat pemilik suara dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kecerdasan
dalam menentukan pilihan kandidat. Sekalipun tidak pernah mengikuti program pendidikan
politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan/atau Kesbangpol. Masyarakat
sebenarnya mengetahui siapa yang berkualitas dan layak untuk dipilih, justeru karena tekanan
kepentingan dari tim sukses yang memeberi uang membuat masyarakat beralih pilihan kepada
sang oknum kandidat pemberi uang. Kegagalan mencegah dan menangkal terjadinya transaksi
politik uang sebagai bentuk refleksi pendustaan dari tim sukses yang mengabaikan suara hati,
cacat moral berpolitik dan tidak taat hukum. Jika tidak ada perlakuan pemberian uang, barang
atau janji-janji tertentu dari pihak tim sukses, tentu kegagalan mencegah terjadinya transaksi
politik uang tidak akan terjadi.

Apa pun bentuk yang diberikan, politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi
yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua
masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak
melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku
pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cendrung rasional akan
menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena
mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga
munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum (Delmana, Zetra,
dan Koeswara. 2020).
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2.3. Pendidikan Politik bagi Kanidat dan Tim Sukses.

Jujur saja, sebenarnya sumber utama “biang kerok™ terjadinya aktivitas politik uang
adalah karena ada oknum kandidat yang memerintahkan tim sukses untuk melakukannya.
Tanpa pemberian sesuatu dari tim sukses, tidak akan terjadi politik uang. Memang, seharusnya
sasaran utama pendidikan politik ditujukan kepada sumber utama yang membuat ternjadinya
politik uang, yaitu kandidat dan tim sukses. Ada responden penelitian yang menyrakan secara
tegas : “STOP! Memanfaatkan masyarakat kecil atau tidak berpendidikan untuk diberi imbalan
demi suara yang tidak asli dari suara hati pemilih”. Mengidikasikan bahwa sumber terjadi
politik uang adalah karena diberikan oleh oknum kandidat dan tim sukses, sebab tanpa ada
pemberian sesuatu tidak akan pernah terjadi danya politik uang.

Betapa galaunya responden penelitian ini, dengan gusar mengungkapkan bahwa suara
pemilih yang diditribusikannya kepada salah seorang kandidat adalah bukan benar-benar murni
dari suara hati pemilih. Mereka memilih karena ada tekanan bisa, juga rayuan dengan diberi
uang, sembako, atau janji tertentu. Keberadaan pemberian itulah yang membelokkan suara hati
sehingga suara jatuh kepada pilihan lain. Oknum kandidat dan tim sukses sesungguhnya
mengetahui dan sangat paham bahwa perbuatan politik uang tersebut adalah melanggar
peraturan perundang-undangan dan merupakan kejahatan membuat pemilu menjadi koruptif,
tetapi mereka tidak mampu dan bahkan tidak berdaya untuk mencegahnya sendiri. Mengapa?
Inilah persoalannya, takut kalah kompetisi? Memang biaya politik sangat pantastis besar,
sehingga kalau kalah dapat dipastikan akan menanggung kerugian dan rasa malu yang
berkepanjangan. Oleh sebab itu, dengan mengabaikan segala norma dan aturan yang berlaku,
melakukan segala cara memenangkan, termasuk politik uang.

Hasil analisis transformasi pendidikan politik terhadap kandidat dan tim sukses,
simpulannya sama seperti pada analisis terhadap masyarkat pemilik suara. Sehingga
menguatkan bahwa pendidikan politik yang diberikan hanya mampu memberikan pemahaman
pengetahuan saja, tetapi tidak mampu merubah sikap dan perilaku untuk tidak melakukan
politik uang. Faktor penyebabnya juga sama, yaitu tidak ada ketegasan dalam penegakkan
hukum. Menguatlah hasil penelitian Qodir (2016) bahwa politik uang selalu terdengar dalam
setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang
tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau

didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang
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paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Kondisi seperti
inilah yang tidak membuat perubahan sikap dan perilaku, meskipun mereka memiliki
pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik pemilu pemilihan langsung.

Pernyataan dalam kuesioner penelitian yang direspon responden mahasiswa berbunyi :
“Seharusnya pendidikan politik dan ketegasan penegakkan hukumterhadap pelanggaran politik
uang dalam Pemilu atau Pemilihan Langsung menjadi prioritas utama untuk menciptakan
Pemilu yang bersih dan beradab” Makin menguatkan bahwa pendidikan politik dan penegakan
hukum keduanya harus sejalan, agar kepemahaman pengetahuan tentang transfoamsi
pendidikan politik mampu merubah sikap dan perilaku kandidat dan tim sukses untuk tidak
melakukan politik uang dan pelanggaran lain menciderai demokrasi serta membuat pemilu
koruptif.

3.

137 responses

Sangat Setuju 118 {90.1%)

Kurang Setuju 14 (10.7%)

Tidak Setuju 1(0.8%)

Gambar 5.3. Pendidikan Politik dan Penegakkan Hukum
Seharusnya Menjadi prioritas

Dari 131 repon sebanyak 118 orang atau 90,1 % sangat setuju dengan pernyataan
tersebut, 14 orang atau 10,7 % kurang setuju dan 1 orang atau 0,8 % tidak setuju. Keberhasilan
mencegah pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh oknum kandidat dan tim sukses yang
menyebabkan pemilu koruptif tidak mungkin bisa berkurang apa lagi habis sama sekali. Sebab
kalau hanya mengandalkan transformasi pendidikan politik saja, itu baru sebatas pencerahan
pengetahuan, tidak serta merta dapat membuat perubahan sikap dan perilaku. Padahal sikap dan
perilaku inilah yang paling berperan dalam pengambilan keputusan untuk malakukan atau tidak
melakukan pelanggaran pemilu. Kolaborasi dan sinergi antara pendidikan politik dan
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penegakkan hukum akan dapat mencegah secara optimimal terjadinya pemilu koruptif, dan
mengurangi pelanggaran politik uang.

Tidak terjadinya perubahan sikap dan perilaku ,disebabkann oleh beberapa persoalan
yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah antara lain:
(1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola
pendidikan politik yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu pemilihan
langsung kepala daerah saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan
secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik
masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada
masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah berakibat
masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (Triono.
2017).

Ketidak mampuan merubah sikap dan perilaku melakukan politik uang yang terus-
menerus dilakukan oleh kandidat melalui tim sukses pada setiap perlehatan pemilu pemilihan
langsung, adalah sebagai pewujudan dari lemahnya faktor penegakkan hukum, minimnya
transformasi pendidikan polittik kepada kandidat, tim sukses dan masyarakat. Sebab
transformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh intitusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol
hanya bersifat insidental, kontemporer, dan belum terprogram secara berkesinambungan.
Disamping itu masih ada kultur dimasyarakat yang memandang politik uang bentuk tali asih
antara kandidat dengan pemilih, masyarakat.

27



BAB VI
KESIMULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan yang signifikan tentang
mekanisme dan sanksi hukum pelanggar pemilu, tetapi masih belum berhasil merubah sikap
dan perilaku untuk mencegah dan menagkal terjadinya aktivitas transaksi poitik uang. Ada satu
hal yang sangat kontradiktif, dimana hasil transformasi pendidikan politik ternyata belum dapat
mencegah terjadinya politik uang. Sebagai akibat belum cukup jika hanya paham saja terhadap
aspek kognisi (cognitive). Karena untuk melakukan perubahan pada sikap (attitude) dan
perilaku (behavior) tidak melakukan politik uang, masih diperlukan penegakkan hukum yang
tegas.

Keberadaan aktivitas politik uang pada setiap pesta demokrasi pemilu pemilihan
langsung sulit dihidari, meski tim sukses dan pemilih sudah memamahi aspek kognisi
pendidikan politik. Hal ini terjadi karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum
tegas dalam menindak oknum pelanggar pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan kegagalan
dalam menangkal aktivitas politik uang. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan aktivitas
penegakan hukum haruslah sejalan dan berjalan bersamaan. Sehingga dengan pemahaman
kognisi pendidikan politik oleh kandidat, tim sukses dan pemilih akan dapat merubah sikap dan
perilaku untuk tidak melakukan politik uang, serta dapat mencegah adanya pelanggaran lain,

yang dapat menciderai demokrasi, keadilan dan membuat pemilu menjadi koruptif..

2. Saran
Direkomendasikan, agar institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol perlu bersinergi
dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas

terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum kandidat, tim sukses dan pemilih.
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Pengantar

Kepada
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Berikut

adalah questioner instrument penelitian : “Transformasi Pendidikan Politik
Menangkal Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif”.
Anda diminta untuk menjawab salah satu pilihan pada questioner yang sesuai
dengan pendapat anda.

Identitas
responden dijamin kerahasiaan dan semata-mata hanya untuk keperluan kegiatan
penelitian ilmiah pada bidang ini.

Demikain
dan terima kasih

Peneliti

Syamsu
Ridhuan
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1. 1.Nama:*

2. 2. Prodi/Fakultas *
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3.

QUESIONER PENELITIAN

3. Jenis Kelamin *

Check all that apply.

Laki-Laki

Perempuan

4. Saya setuju kalau institusi KPU selalu mengadakan kegiatan sosialisasi &
tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi
Pemilu Pimilihan Langsung

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

5. Saya setuju kalau institusi Bawaslu selalu mengadakan kegiatan sosialisasi  *
tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi
Pemilu Pimilihan Langsung.

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

6. Saya setuju kalau institusi Kesbangpol selalu mengadakan kegiatan *
sosialisasi tentang pendidikan politik, menjelang pelaksanaan kegiatan pesta
demokrasi Pemilu Pimilihan Langsung.

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
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7. 7. Saya pernah mendengarkan dosen Kewarganegaraan dan/atau dosen A
Pancasila yang menerangkan keberadaan politik uang dan meminta agar
mahasiswa tidak melakukannya dalam setiap pesta demokrasi (Pemilu
Pemilihan Langsung).

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

8. 8. Saya pernah mendengarkan himbauan dari pemuka agama atau dosen/guru  *
agama agar masyarakat tidak terlibat dalam politik uang di setiap pesta
demokrasi (Pemilu Pemilihan Langsung).

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

9. 9. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang *
diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan/atau Kesbangpol cukup efektif
dan efesien

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

10. 10. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang *
diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui pembelajaran mata kuliah
Kewarganegaraan dan Pancasila sudah cukup efektif dan efesien.

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang setuju
Tidak Setuju
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11.

12.

13.

14.
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11. Menurut pendapat anda transformasi pendidikan politik yang diperoleh A
dari pembelajaran agama adalah sudah cukup efektif dan efesien

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

12. Setiap kegiatan pesta demokrasi pemilihan calon anggota legislatif, atau  *
kepala daerah, atau kepala desa, dalam pemilu atau pemilihan langsung, dapat
dipastikan selalu terjadi politik uang.

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

13. Ternyata ada Timses yang membagi-bagikan uang kepada pemilik suara  *
(vote), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon anggota

legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir, agar memilih calon yang diusung.

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

14. Ternyata ada Timses yang membagi-bagikan sembako kepada pemilik *
suara (vote), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon anggota
legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir, agar memilih calon yang diusung

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
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15.

16.

17.
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15. Ternyata ada Timses yang berjanji memberi imbalan tertentu kepada
pemilik suara (vote), pada setiap kegiatan pesta demokrasi (pemilihan calon

anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa) dalam kurun waktu 10

tahun terakhir, kalau yang bersangkutan memilih calon yang diusung

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

16. Keberadaan aktivitas politik uang pada pesta demokrasi sulit dihidari,
meski sudah memamahi pendidikan politik untuk Pemilu atau Pemilihan
Langsung. Karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

17. Meskipun penegakkan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada

Pemilu atau Pemilihan Langsung masih dipandang lemah, namun keberadaan

pendidikan politik sangat diperlukan, karena dapat memberikan kesadaran
untuk mengurangi aktivitas politik uang

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
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18. 18. Seharusnya pendidikan politik dan ketegasan penegakkan hukum terhadap *
pelanggaran politik uang dalam Pemilu atau Pemilihan Langsung menjadi
prioritas utama untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan beradab

Check all that apply.

Sangat Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

19. 19. Apa saran anda agar politik uang tidak terjadi atau setidaknya dapat *
berkurang secara signifikan pada setiap kegiatan pesta demokrasi Pemilu
Pemilihan Langsung diselenggarakan
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